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ABSTRAK

Tujuan  dari  penelitian  skripsi  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana

peranan Bidang Profesi  dan Pengamanan dalam penegakan sanksi  pelanggaran

oleh  oknum  anggota  Kepolisian  di  wilayah  Kepolisian  Daerah  Kalimantan

Selatan.

Penelitian ini  merupakan penelitian empiris  dengan melihat  mekanisme

penyelesaian laporan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota

Kepolisian yang dilaporkan kepada Bidang Profesi dan Pengamanan dan melihat

efektifitas  Bidang  Profesi  dan  Pengamanan  dalam  meminimalisir  pelanggaran

yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian.

Menurut  hasil  dari  penelitian  skripsi  ini  bahwa  :  Pertama,  mengenai

mekanisme penyelesaian laporan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh oknum

anggota Kepolisian di wilayah Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan yang sudah

sesuai dengan standar operasional standar, namun yang membedakan penjatuhan

hukuman dari pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik. Kedua, efektifitas

Bidang  Profesi  dan  Pengamanan  dalam  menimimalisir  pelanggaran  yang

dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian yakni,  dapat diihat dari  data factual

mengenai  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  oknum  anggota  Kepolisian  setiap

tahunnya.

Kata  Kunci:  Peranan,  Bidang  Profesi  dan  Pengamanan,  Penegakan,  Sanksi,

Pelanggaran, Oknum Anggota Kepolisian.
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ABSTRACT

The  aim  of  this  thesis  research  was  to  determine  how  the  role  of

Profession  and  Security  in  the  enforcement  of  sanctions  violations  by

unscrupulous members of the Police in the region of South Kalimantan Regional

Police.

This  research  is  empirical  to  see  settlement  mechanism  report  on

violations  committed  by  members  of  the  Police  officers  who  reported  to  the

Profession and Security Division, and look at the effectiveness of Profession and

Security  in  minimizing  violations  committed  by  unscrupulous  members  of  the

Police.

According to the results of this thesis research that: First, the mechanism

of settlement  reports  of  abuses  by unscrupulous members  of  the Police in  the

region of South Kalimantan Regional Police that are in accordance with standard

operating  standards,  but  what  distinguishes  the  sentencing  of  disciplinary

violations  and  violations  of  the  code  of  conduct.  Second,  the  effectiveness  of

Profession and Security in menimimalisir violations committed by unscrupulous

members  of  the  Police  Force,  can  diihat  factual  data  regarding  violations

committed by unscrupulous members of the Police annually.

Keywords:  Role,  Profession  and  Security  Division,  Enforcement,  Sanctions,

Abuse, Person Members of the Police.
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PENDAHULUAN

Kepolisian  tidak  terlepas  dari  berbagai  masalah  internal  anggotanya.

Dalam hal ini Kepolisian dituntut untuk bekerja sesuai dengan norma dan aturan

yang berlaku serta menghindari perbuatan tercela yang dapat merusak kredibilitas

anggota  Kepolisian  di  mata  masyarakat.  Fakta  dilapangan  adalah  berbagai

pelanggaran  dan  kejahatan  yang  terjadi  tidak  jarang  melibatkan  anggota

Kepolisian  sendiri,  penindakan  terhadap  anggota  Kepolisian  yang  kerap

melakukan perbuatan tercela,  tidak professional,  bahkan pelanggaran kode etik

dan  disiplin  yang  dilakukan  oleh  anggota  Kepolisian  dinilai  tidak  dilakukan

dengan proses yang semestinya karena anggota Kepolisian cenderung melindungi

anggotanya.  Maka  dalam  rangka  menjalankan  tugasnya  di  bidang  penegakan

hukum  tersebut,  Kepolisian  dituntut  untuk  bersih  dari  segala  perbuatan  yang

bertentangan  dengan  hukum  itu  sendiri.  Pengawasan  pun  dilakukan  untuk

menunjang  hal  ini.  Penerapan  sanksi  diberlakukan  kepada  anggota  Kepolisian

yang dinilai melakukan pelanggaran disiplin maupun kode etik Kepolisian jika hal

itu terbukti.  Melihat tugas dan fungsi Bidang Profesi dan Pengamanan sebagai

Pembina  dan  menyelenggarakan  fungsi  pertanggungjawaban  profesi  dan

pengamanan internal, termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan

Polri  dan  pelayanan  pengaduan  masyarakat  tentang  adanya  penyimpangan

tindakan anggota / PNS Polri, penulis tertarik untuk melihat bagaimana peranan

Bidang  Profesi  dan  Pengamanan  dalam  penegakan  pelanggaran  oleh  oknum

anggota Kepolisian di wilayah Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.

Tujuan  dari  penelitian  skripsi  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana

peranan  Bidang  Profesi  dan  Pengamanan  dalam  penegakan  pelanggaran  oleh

oknum anggota  Kepolisian  di  wilayah Kepolisian  Daerah  Kalimantan  Selatan.

Penelitian  ini  merupakan  penelitian  empiris  dengan  melihat  mekanisme

penyelesaian laporan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota

Kepolisian yang dilaporkan kepada Bidang Profesi dan Pengamanan dan melihat

efektifitas  Bidang  Profesi  dan  Pengamanan  dalam  meminimalisir  pelanggaran

yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian.
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METODE

Penelitian  ini  merupakan  penelitian  empiris,  artinya  peneliti  menitik

beratkan  pelaksanaan  suatu  peraturan  perundang-undangan,  penelitian  ini

berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan

yuridis  sosiologis.  Penelitian  yuridis  sosiologis  adalah  suatu  penelitian  yang

didasarkan pada suatu ketentuan hokum dan fenomena atau kejadian di lapangan.

Penelitian  ini  untuk  melihat  peranan  Bidang  Profesi  dan  Pengamanan  dalam

penegakan  sanksi  pelanggaran  oleh  oknum  anggota  Kepolisian  di  wilayah

Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa:

1. Mekanisme  penyelesaian  laporan  pelanggaran  yang

dilakukan oleh  oknum anggota  Kepolisian  yang dilaporkan kepada Bidang

Profesi  dan  Pengamanan,  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin  dan

pelanggaran  kode  etik  tersebut  sudah  sesuai  dengan  standar  operasional

prosedur mekanisme penyelesaian laporan pelanggaran tersebut. Hanya yang

membedakan  dari  pelanggaran  disiplin  dan  pelanggaran  kode  etik  adalah

penjatuhan hukumannya saja. Di persidangan disiplin ( Terhukum ) maupun

persidangan pelanggaran kode etik ( Pelanggar ) yang melakukan pelanggaran,

diperbolehkan melakukan pengajuan keberatan hukuman disiplin atas putusan

sidang  disiplin  melalui  Ankum  kepada  Atasan  Ankum  serta  melakukan

banding  atas  putusan  sanksi  administratif  berupa  rekomendasi  oleh  Sidang

KKEP kepada komisi banding melalui Atasan Ankum.
2. Penanganan  yang  dilakukan  Bidang  Profesi  dan

Pengamanan  Kepolisian  Daerah  Kalimantan  Selatan  dalam  meminimalisir

pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian dianggap tidak

efektif,  dari  43  laporan  pengaduan  yang  diterima  Bidang  Profesi  dan

Pengamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan periode Januari s/d Juli

tahun  2018,  hanya  28  laporan  pengaduan  pelanggaran  disiplin  yang  dapat

diselesaikan dari 20 laporan pengaduan yang diterima oleh Bidang Profesi dan
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Pengamanan  Kepolisian  Daerah  Kalimantan  Selatan,  sedangkan  dari

pengaduan pelanggaran kode etik  ada 15 laporan pengaduan yang diterima

Bidang  Profesi  dan  Pengamanan  Kepolisian  Daerah  Kalimantan  Selatan,

laporan  pengaduan  yang  dapat  terselesaikan  ada  10  laporan  pengaduan.

Efektifitas  Bidang Profesi  dan  Pengamanan Kepolisian  Daerah  Kalimantan

Selatan  dalam  meminimalisir  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  oknum

anggota Kepolisian, disebabkan oleh beberapa faktor seperti, faktor hukumnya

sendiri, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor fasilitas atau sarana,

dan faktor kebudayaan.

PENUTUP
Mekanisme  penyelesaian  pelaporan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh

oknum anggota  Kepolisian  sudah  sesuai  dengan  standar  operasional  prosedur.

Dalam pemeriksaan seharusnya lebih transparan dan dalam penjatuhan hukuman

yang diberikan oleh Ankum harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh

oknum anggota  Kepolisian tersebut.  Sebaiknya tidak ada intervensi  dari  pihak

tertentu  untuk  meringankan  atau  bahkan  menghilangkan  penjatuhan  hukuman

yang diberikan kepada oknum anggota Kepolisian, yang melakukan pelanggaran

disiplin atau pelanggaran kode etik.
Untuk  meningkatkan  efektifitas  dari  Bidang  Profesi  dan  Pengamanan,

hendaknya di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia diatur mekanisme pasal mengenai Divisi Profesi dan

Pengamanan. Baiknya penambahan ketentuan dibuat  dalam bab terpisah,  tanpa

menghilangkan  unsur  Undang-Undang  Kepolisian  agar  pelaksanaan  dan

pengawasan yang dilakukan oleh Divisi  Profesi  dan Pengamanan oleh Markas

Besar  Kepolisian  Republik  Indonesia,  Bidang  Profesi  dan  Pengamanan  oleh

Kepolisian Daerah dan Seksi Profesi  dan Pengamanan Kepolisian Resort dapat

berjalan secara independen. Dalam hal ini hendaknya Komisi Kepolisian Nasional

(Kompolnas) dan Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Kalimantan

Selatan,  bekejasama  dan  meningkatkan  pengawasan  kontrol  tehadap  seluruh

anggota Kepolisian.Komisi Kepolisian Nasional dan Bidang Profesi Pengamanan

Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan disini, diharapkan menjadi tempat untuk
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menerima  saran  dan  keluhan  pelaporan  dari  masyarakat  mengenai  adanya

pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian.
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